SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 5679);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indinesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, @ Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Nomor 04);
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor
21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

Menetapkan :

DAN
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.



Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

i
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah
Rp.1.058.939.816.989,00 bertambah sebesar Rp.8.440.963.269,89 sehingga
menjadi Rp.1.067.380.780.258,89 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.034.625.864.993,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 33.636.434.732,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan ........ Rp.1.000.989.430.261,00
2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.1.058.939.816.989,00

b. Bertambah/(befkuransg) Rp. 8.440.963.269,89

Jumlah belanja daerah setelah perubahan ............... Rp.1.067.380.780.258,89
Total Surplas/(Defisit) ...ooviiiiiiiiiii Rp. 66.391.349.997,89

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 32.313.951.996,00

2) Bertambah/(berkarang) Rp. 42.077.398.001,89

Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah
perubahan ..o Rp. 74.391.349.997,89




b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 8.0000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah
perubahan ... Rp. 8.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan ...... Rp. 66.391.349.997,89
Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah tahun
berkenaan setelah perubahan ...................c.ool Rp. 0,00
Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a.

Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 106.105.872.349,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 268.656.275,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah

PETUDANAN ..enitiiiiiiii s Rp. 105.837.216.074,00
Pendapatan transfer

1) Semula Rp. 919.111.438.670,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.224.686.098,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 885.886.752.572,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 9.408.553.974,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 143.092.359,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan ..............c..cc Rp. 9.265.461.615,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
bersumber dari:

a.

Pajak daerah

1) Semula Rp. 69.307.282.636,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.125.850.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan ........... Rp. 61.181.432.636,00
Retribusi daerah

1) Semula Rp. 3.241.607.200,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 659.060.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan ...... Rp. 2.582.547.200,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 3.556.982.513,00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 168.225.861,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 3.725.208.374,00

setelah perubahan ...........cooeiiiiiiiii
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 30.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 8.348.027.864,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang
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sah setelah perubahan ..............c.ooiii, Rp. 38.348.027.864,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b,
bersumber dari:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
1) Semula Rp. 875.783.143.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 69.369.261.224,00
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah

PETUDANAN ..oniiiiiiii Rp. 806.413.881.776,00
b. Pendapatan transfer antar daerah
1) Semula Rp. 43.328.295.670,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 36.144.575.126,00

Jumlah pendapatan transfer antar daerah
setelah perubahan ...........cocoiiiiiiii Rp. 79.472.870.796,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf c, bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

a. Semula Rp. 9.408.553.974,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 143.092.359,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah
setelah perubahan ...........ccooovviiiiiiiiiinnne e Rp. 9.265.461.615,00
Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. Belanja operasi

1) Semula Rp. 779.099.479.954,00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 269.848.657.89

Jumlah belanja operasi setelah perubahan ....... Rp. 779.369.328.611,89
b. Belanja modal

1) Semula Rp. 130.945.140.574,00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 3.737.384.269,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan ......... Rp. 134.682.524.843,00
c. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 18.327.679.377,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.145.050.943,00
Jumlah  belanja tidak terduga  setelah

perubahan .........oooiiiiiiiiii Rp. 25.472.730.320,00
d. Belanja transfer

1) Semula Rp. 130.567.517.084,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.711.320.600,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan ...... Rp. 127.856.196.484,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri
atas:



(3)

Belanja pegawai

1) Semula Rp. 460.272.511.033,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.266.347.278,61

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan ...... Rp. 455.006.163.754,39
Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 298.350.430.921,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.630.493.936,50
Jumlah belanja barang dan jasa setelah

perubahan ... Rp. 305.980.924.857,50
Belanja hibah

1) Semula Rp. 19.921.538.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.099.298.000,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan .......... Rp. 17.822.240.000,00
Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 555.000.000,00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 5.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Rp. 560.000.000,00
perubahan ......c.coiiiiiiii

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri
atas:

a.

Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 16.212.013.162,00
2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 8.650.714.924,00
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

setelah perubahan ...........cocooiiiiiii Rp. 24.862.728.086,00
Belanja modal gedung dan bangunan
1) Semula Rp. 8.976.864.945,00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 6.128.734.853,00
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan

setelah perubahan ............cooooviiiiiiiiiiiineen Rp. 15.105.599.798,00
Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
1) Semula Rp. 98.283.397.433,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 11.946.114.208,00
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan

irigasi setelah perubahan .....................clL Rp. 86.337.283.225,00
Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 7.472.865.034,00

2) Bertambah/(berkuarang) Rp. 704.048.700,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah

perubahan .........oooiiiiiiiii Rp. 8.176.913.734,00
Belanja modal aset lainnya

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 200.000.000,00

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

perubahan .........oooiiiiiiiii Rp. 200.000.000,00

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a.

b.

Semula Rp. 18.327.679.377,00

Bertambah / (berkurang) Rp. 7.145.050.943,00

Jumlah  belanja tidak terduga  setelah

perubahan ... Rp. 25.472.730.320,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, terdiri

atas:

a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp. 7.254.888.984,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 878.491.000,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
.......................................................................... Rp. 6.376.397.984,00

Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp. 123.312.628.100,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.832.829.600,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah
PETUDANAN ..ouiniiiiiiii e Rp. 121.479.798.500,00

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.

Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp. 32.313.951.996,00

2) Bertambah/(berkarang) Rp. 42.077.398.001,89
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah

pPerubahnan ......coiiiiiiiii Rp. 74.391.349.997,89
Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 8.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah

perubahan ... Rp. 8.000.000.000,00

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

a.

b.

Semula Rp. 32.313.951.996,00

Bertambah / (berkurang) Rp. 42.077.398.001,89

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya setelah perubahan ......................... Rp. 74.391.349.997,89

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
b, terdiri atas penyertaan modal daerah

a.
b.

Semula Rp. 8.000.000.000,00

Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
8




Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan .........oooiiiiiiiii Rp. 8.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. LampiranI :ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2. Lampiran II :ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

3. Lampiran Il :rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV :rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
dan sub kegiatan beserta target dan indikator;

5. Lampiran V :rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negar;

o

Lampiran VI :rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII : sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX :sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI :daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;

13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lain-lain;

14. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
yang direncanakan;

15. Lampiran XV : daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan
tidak diprediksikan sebelumnya;

b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
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d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
ttd

FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 6 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

ttd
MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 4 SERI D NOMOR 04.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN PROVINSI
SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 : (5-121/2025).
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KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

Lampiran | :

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Peraturan Daerah
Nomor : 4 TAHUN 2025
Tanggal : 6 Oktober 2025

JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 106.105.872.349,00 105.837.216.074,00 -268.656.275,00
4.1.01 Pajak Daerah 69.307.282.636,00 61.181.432.636,00 -8.125.850.000,00
4.1.02 Retribusi Daerah 3.241.607.200,00 2.582.547.200,00 -659.060.000,00
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.556.982.513,00 3.725.208.374,00 168.225.861,00
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 30.000.000.000,00 38.348.027.864,00 8.348.027.864,00
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 919.111.438.670,00 885.886.752.572,00 -33.224.686.098,00
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 875.783.143.000,00 806.413.881.776,00 -69.369.261.224,00
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 43.328.295.670,00 79.472.870.796,00 36.144.575.126,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 9.408.553.974,00 9.265.461.615,00 -143.092.359,00
43.03 ,Laaemﬂgn';‘ﬂ‘r’%gfggnsesuai dengan Ketentuan Peraturan 9.408.553.974,00 9.265.461.615,00 -143.092.359,00
Jumlah Pendapatan 1.034.625.864.993,00 1.000.989.430.261,00 -33.636.434.732,00
5 BELANJA DAERAH
5.1 BELANJA OPERASI 779.099.479.954,00 779.369.328.611,89 269.848.657,89
5.1.01 Belanja Pegawai 460.272.511.033,00 455.006.163.754,39 -5.266.347.278,61
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 298.350.430.921,00 305.980.924.857,50 7.630.493.936,50
5.1.05 Belanja Hibah 19.921.538.000,00 17.822.240.000,00 -2.099.298.000,00
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 555.000.000,00 560.000.000,00 5.000.000,00
5.2 BELANJA MODAL 130.945.140.574,00 134.682.524.843,00 3.737.384.269,00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.212.013.162,00 24.862.728.086,00 8.650.714.924,00
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.976.864.945,00 15.105.599.798,00 6.128.734.853,00
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 98.283.397.433,00 86.337.283.225,00 -11.946.114.208,00
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.472.865.034,00 8.176.913.734,00 704.048.700,00
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
53 BELANJA TIDAK TERDUGA 18.327.679.377,00 25.472.730.320,00 7.145.050.943,00
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 18.327.679.377,00 25.472.730.320,00 7.145.050.943,00
5.4 BELANJA TRANSFER 130.567.517.084,00 127.856.196.484,00 -2.711.320.600,00
5.4.01 Belanja Bagi Hasil 7.254.888.984,00 6.376.397.984,00 -878.491.000,00
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 123.312.628.100,00 121.479.798.500,00 -1.832.829.600,00
Jumlah Belanja 1.058.939.816.989,00 1.067.380.780.258,89 8.440.963.269,89
Total Surplus/(Defisit) -24.313.951.996,00 -66.391.349.997,89 -42.077.398.001,89
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 32.313.951.996,00 74.391.349.997,89 42.077.398.001,89
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 32.313.951.996,00 74.391.349.997,89 42.077.398.001,89

Halaman 1




JUMLAH (Rp)

KODE URAIAN BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)
1 2 3 4 5
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00
Pembiayaan Netto 24.313.951.996,00 66.391.349.997,89 42.077.398.001,89
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

Kab. Labuhanbatu Selatan, 6 Oktober 2025

Bupati

ttd

Fery Sahputra Simatupang
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